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Abstract

The transformation of banking supervision in Indonesia has become an important issue
in maintaining financial system stability amid economic developments and the
digitalization of the financial sector. This study aims to evaluate changes in the role of
Bank Indonesia before and after the establishment of the Financial Services Authority
(OJK) and their impact on financial stability. The method used is a descriptive
qualitative approach based on secondary data from literature and regulations. The
findings show that before OJK, integrated supervision facilitated policy coordination
and crisis response but remained weak in microprudential aspects. After OJK was
established, microprudential supervision became stronger through a risk-based
approach, although coordination challenges between institutions emerged. In
conclusion, the effectiveness of supervision depends not only on institutional structure
but also on policy synergy between Bank Indonesia and OJK.

Keywords: Banking Supervision, Dual Authority, Financial Stability, Policy
Coordination.

Abstrak

Transformasi pengawasan perbankan di Indonesia menjadi isu penting dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan di tengah perkembangan ekonomi dan digitalisasi sektor
keuangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perubahan peran Bank Indonesia
sebelum dan sesudah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dampaknya
terhadap stabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif dengan data sekunder dari literatur dan regulasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebelum OJK, pengawasan terintegrasi memudahkan koordinasi
kebijakan dan respons krisis, namun masih lemah pada aspek mikroprudensial. Setelah
OJK terbentuk, pengawasan mikroprudensial menjadi lebih kuat melalui pendekatan
berbasis risiko, meskipun menimbulkan tantangan koordinasi antar lembaga.
Kesimpulannya, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur
kelembagaan, tetapi juga pada sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK.

Kata Kunci: Pengawasan Perbankan, Dual Authority, Stabilitas Keuangan, Koordinasi
Kebijakan.
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Pendahuluan

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fungsi intermediasi yang dijalankan
perbankan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana, tetapi juga mempengaruhi efektivitas
transmisi kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam konteks tersebut,
keberadaan sistem pengawasan yang kuat menjadi prasyarat utama agar aktivitas perbankan tetap
berada dalam koridor kehati-hatian serta mampu mengantisipasi potensi risiko yang bersifat
sistemik. Kelemahan dalam pengawasan dapat berdampak luas, tidak hanya pada kinerja bank
secara individual, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Fahrudin et al.,
2025).

Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan perbankan sangat dipengaruhi oleh desain
kelembagaan yang mengatur hubungan antara otoritas pengawas dan bank sentral. Sebelum
reformasi kelembagaan, fungsi pengawasan perbankan di Indonesia berada di bawah Bank
Indonesia yang juga menjalankan kebijakan moneter. Model ini mencerminkan pendekatan
terintegrasi yang memudahkan koordinasi kebijakan, terutama dalam merespons tekanan
ekonomi dan menjaga stabilitas likuiditas. Namun demikian, penggabungan fungsi tersebut juga
menimbulkan tantangan, khususnya terkait kompleksitas tugas dan potensi konflik kepentingan
antara tujuan stabilitas makroekonomi dan pengawasan mikroprudensial (Pratiwi et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan melalui pemisahan fungsi
dan peningkatan fokus kelembagaan. Pendekatan pengawasan berbasis risiko yang diterapkan
OJK dinilai mampu meningkatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta mendorong
kepatuhan perbankan terhadap regulasi. Selain itu, model dual authority yang membagi peran
antara Bank Indonesia dan OJK memberikan kejelasan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan (Rozikin, 2025).

Meskipun demikian, literatur yang ada juga menyoroti keterbatasan dalam implementasi
model tersebut, terutama terkait koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal.
Kurangnya sinkronisasi kebijakan berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan, terlebih di
tengah perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks akibat inovasi digital seperti
fintech dan digital banking. Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak
hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi serta sinergi
antara otoritas yang terlibat (Hasan et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transformasi
pengawasan perbankan melalui analisis peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan
Otoritas Jasa Keuangan serta implikasinya terhadap stabilitas keuangan. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai reformasi sektor
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keuangan, sekaligus menawarkan perspektif yang lebih komprehensif terkait efektivitas model

dual authority dalam menghadapi dinamika sistem keuangan yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis
untuk mengkaji transformasi pengawasan perbankan di Indonesia, khususnya perubahan
peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Subjek
penelitian berupa kebijakan, regulasi, dan praktik pengawasan perbankan yang dianalisis
melalui data sekunder. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari
identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan jurnal ilmiah terbaru, laporan
resmi, dan peraturan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dan komparatif untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah

pembentukan OJK serta menilai implikasinya terhadap stabilitas keuangan.

Hasil dan Pembahasan
Transformasi Pengawasan Perbankan: Temuan Utama dan Perbandingan Peran
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Transformasi pengawasan perbankan di Indonesia menunjukkan perubahan
mendasar dari model terintegrasi menuju model dual authority yang memisahkan fungsi
pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Temuan utama penelitian ini
menunjukkan bahwa sebelum pembentukan OJK, pengawasan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia memiliki keunggulan dalam koordinasi kebijakan karena seluruh fungsi berada
dalam satu otoritas. Hal ini memungkinkan respons yang relatif cepat terhadap tekanan
ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan. Namun, konsentrasi
kewenangan tersebut juga menimbulkan keterbatasan, terutama karena fokus Bank
Indonesia terbagi antara menjaga stabilitas makroekonomi dan memastikan kesehatan
individual bank (Pratiwi et al., 2025).

Setelah pembentukan OJK, terjadi pergeseran pendekatan pengawasan yang lebih
terstruktur dan berbasis spesialisasi. OJK mengambil alih fungsi pengawasan
mikroprudensial dengan pendekatan berbasis risiko yang memungkinkan identifikasi
potensi permasalahan secara lebih dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model
tersebut meningkatkan kualitas pengawasan pada tingkat institusi perbankan, khususnya

dalam aspek kepatuhan dan manajemen risiko. Di sisi lain, pemisahan kewenangan juga
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memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal koordinasi kebijakan antara Bank
Indonesia dan OJK, yang dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi kecepatan
respons terhadap dinamika sistem keuangan (Rozikin, 2025).

Perbandingan antara kedua periode tersebut menunjukkan adanya trade-off antara
efisiensi koordinasi dan kedalaman pengawasan. Model terintegrasi yang dijalankan oleh
Bank Indonesia lebih unggul dalam hal kecepatan pengambilan keputusan dan respons
krisis, tetapi kurang optimal dalam pengawasan yang mendalam terhadap masing-masing
bank. Sebaliknya, model dual authority memberikan pengawasan yang lebih fokus dan
komprehensif pada tingkat mikro, namun memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih
kompleks untuk menjaga konsistensi kebijakan secara makro. Temuan ini sejalan dengan
kajian yang menyatakan bahwa pemisahan fungsi pengawasan dapat meningkatkan
akuntabilitas, tetapi berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan jika tidak didukung
koordinasi yang kuat (Hasan et al., 2025).

Tabel 1. Pengawasan Perbankan

Nomor Aspek Sebelum OJK (Bank Sesudah OJK (Dual
Indonesia) Authority BI-OJK)
1. Model Terintegrasi Terpisah (Makro & Mikro)
Pengawasan
2. Otoritas Utama Bank Indonesia BI (makroprudensial) & OJK
(mikroprudensial)
3. Fokus Stabilitas makro & mikro Spesialisasi fungsi
Pengawasan
4. Keunggulan Koordinasi cepat, respons Pengawasan lebih fokus dan
krisis mendalam
5. Kelemahan Potensi konflik kepentingan Koordinasi antar lembaga
lebih kompleks
6. Pendekatan Umum dan terpusat Berbasis risiko (risk-based
Pengawasan supervision)
7. Efektivitas Tinggi dalam jangka pendek = Lebih kuat dalam pengawasan
jangka panjang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi pengawasan

perbankan di Indonesia tidak hanya merupakan perubahan struktural, tetapi juga
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mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan pengawasan. Peralihan dari
model terintegrasi ke model dual authority menunjukkan upaya untuk meningkatkan
kualitas pengawasan melalui spesialisasi fungsi. Namun, efektivitas model ini sangat
bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga. Temuan ini memperkuat argumen
bahwa keberhasilan reformasi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh desain
kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola sinergi kebijakan

secara berkelanjutan (Fahrudin et al., 2025).

Implikasi Transformasi terhadap Stabilitas Keuangan dan Interpretasi Temuan

Transformasi pengawasan perbankan dari model terintegrasi menuju dual authority
menghadirkan perubahan mendasar dalam cara stabilitas sistem keuangan dijaga di Indonesia.
Pemisahan fungsi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menciptakan pembagian
peran yang lebih spesifik, di mana Bank Indonesia berfokus pada stabilitas makro melalui
kebijakan makroprudensial, sementara OJK menitikberatkan pada pengawasan mikroprudensial
di tingkat institusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi tersebut berkontribusi
pada peningkatan kualitas pengawasan, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan kepatuhan
perbankan. Pola ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari pengawasan yang bersifat umum
menuju pengawasan yang lebih terarah dan sistematis, sehingga risiko dapat diidentifikasi lebih
awal sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas dalam sistem keuangan (Pratiwi et
al., 2025).

Keterkaitan antara temuan penelitian dan tujuan awal menunjukkan bahwa
stabilitas keuangan tidak lagi bergantung pada satu otoritas tunggal, melainkan pada
interaksi kebijakan yang saling melengkapi antara makroprudensial dan mikroprudensial.
Dalam kerangka ini, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kemampuan
koordinasi antar lembaga dalam merespons dinamika ekonomi dan keuangan yang terus
berkembang. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pengawasan
mikro mengalami peningkatan, efektivitas sistem secara keseluruhan masih dipengaruhi
oleh sejauh mana sinergi kebijakan dapat dijalankan secara konsisten. Situasi ini
menegaskan bahwa kompleksitas sistem keuangan modern menuntut pendekatan yang
tidak hanya terfokus pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada integrasi kebijakan yang
berkelanjutan (Fahrudin et al., 2025).

Dari sudut pandang interpretatif, pergeseran dari model terintegrasi ke model dual
authority menunjukkan perubahan sumber utama stabilitas keuangan. Pada periode
sebelumnya, stabilitas lebih ditopang oleh kecepatan respons kebijakan yang terpusat,

meskipun memiliki keterbatasan dalam mendeteksi risiko secara mendalam pada tingkat
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individual bank. Dalam konfigurasi baru, stabilitas lebih banyak ditentukan oleh kualitas
pengawasan mikro yang komprehensif, yang memungkinkan pengendalian risiko
dilakukan secara lebih sistematis (Samudra dkk., 2026). Walaupun demikian, dinamika
koordinasi antar lembaga masih menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas
sistem secara keseluruhan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi
pengawasan tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur, tetapi juga oleh kemampuan
institusi dalam menyelaraskan kebijakan secara adaptif di tengah perkembangan sektor

keuangan yang semakin kompleks (Hasan et al., 2025; Rozikin, 2025).

Kesesuaian, Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu, serta Tantangan Pengawasan
Perbankan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi pengawasan perbankan
di Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan temuan dalam studi
sebelumnya, khususnya terkait penguatan fungsi pengawasan mikro setelah pembentukan
Otoritas Jasa Keuangan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pendekatan berbasis
risiko yang diterapkan OJK mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta
mendorong kepatuhan perbankan terhadap regulasi. Temuan dalam penelitian ini sejalan
dengan pandangan tersebut, terutama dalam hal peningkatan kemampuan deteksi dini
terhadap potensi risiko dan penguatan praktik manajemen risiko di tingkat institusi
(Rozikin, 2025).

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan nuansa yang tidak sepenuhnya
tercermin dalam kajian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu cenderung
menempatkan pemisahan fungsi pengawasan sebagai solusi yang secara langsung
meningkatkan efektivitas sistem keuangan (Samudra dkk., 2022). Kajian ini justru
mengindikasikan bahwa efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi
antar lembaga. Pemisahan kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK membuka ruang
terjadinya fragmentasi kebijakan ketika mekanisme koordinasi belum berjalan optimal.
Perspektif ini memberikan penekanan baru bahwa desain kelembagaan tidak berdiri
sendiri, melainkan bergantung pada praktik implementasi yang menyertainya (Hasan et
al., 2025).

Fokus lain yang mengemuka dalam penelitian ini berkaitan dengan tantangan
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Perbedaan orientasi antara kebijakan
makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan mikroprudensial

oleh OJK berpotensi memunculkan ketidakselarasan dalam merespons dinamika sektor
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keuangan. Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan berkembangnya
inovasi keuangan digital seperti digital banking dan financial technology, yang
menghadirkan pola risiko baru dan menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif
(Fahrudin et al., 2025).

Kondisi tersebut mengarah pada kebutuhan akan penguatan sinergi antar otoritas
sebagai prasyarat utama efektivitas sistem pengawasan. Keunggulan masing-masing
lembaga tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diikuti dengan koordinasi
yang terstruktur dan berkelanjutan (Samudra dkk., 2024). Upaya seperti penguatan forum
koordinasi kebijakan, integrasi sistem informasi, serta penyelarasan regulasi menjadi
elemen penting dalam menjaga konsistensi pengawasan di tengah perubahan lanskap
keuangan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi pengawasan
perbankan di Indonesia masih berada dalam proses penyempurnaan. Penguatan
pengawasan mikro telah memberikan kontribusi positif, tetapi efektivitas keseluruhan
sistem masih dipengaruhi oleh kualitas hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan (Samudra dkk., 2025). Arah penguatan ke depan lebih
relevan difokuskan pada peningkatan integrasi kebijakan dan konsistensi implementasi,
sehingga sistem pengawasan tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga mampu

menjawab tantangan praktis dalam menjaga stabilitas keuangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pengawasan perbankan di
Indonesia dari model terintegrasi di bawah Bank Indonesia menuju model dual authority
bersama Otoritas Jasa Keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam efektivitas
pengawasan dan stabilitas keuangan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi peran Bank
Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan OJK serta implikasinya terhadap stabilitas
keuangan dapat terjawab melalui temuan bahwa model terintegrasi unggul dalam
kecepatan koordinasi dan respons krisis, sementara model dual authority lebih efektif
dalam meningkatkan kualitas pengawasan mikroprudensial melalui pendekatan berbasis
risiko. Namun demikian, keberhasilan model baru ini tidak hanya ditentukan oleh
pemisahan fungsi, melainkan sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan sinergi
kebijakan antara kedua otoritas. Dengan demikian, stabilitas keuangan dalam sistem saat
ini lebih ditopang oleh keseimbangan antara kedalaman pengawasan mikro dan

efektivitas koordinasi makro.
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Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih
mendalami mekanisme koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan sektor keuangan digital yang
semakin kompleks. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas integrasi
sistem informasi antar lembaga serta mengukur dampak empiris model dual authority
terhadap ketahanan sistem keuangan dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan
rekomendasi yang lebih aplikatif bagi penguatan sistem pengawasan perbankan di

Indonesia.
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